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Hal . Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun

2016 tentang Bebas Visa Kunjungan

Yth.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
di Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016

tentang Bebas Visa Kunjungan, dengan hormat disampaikan hal sebagai berikut:

1.

Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan
menyatakan bahwa ketentuan mengenai Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) tertentu
sebagai tempat masuk ke wilayah Indonesia bagi penerima bebas visa kunjungan
ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

2. Sambil menunggu penyusunan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
dimaksud dan agar tidak terjadi kekosongan hukum, maka penerima bebas visa
kunjungan dapat masuk atau keluar wilayah Indonesia melalui seluruh TPI yang ada;

3. Sehubungan dengan hal tersebut, agar Saudara memerintahkan seluruh Kepala
Kantor Imigrasi yang membawahi TPI untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian dan
memberikan izin tinggal kunjungan terhadap penerima bebas visa kunjungan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;

3. Sekretaris dan Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;

4. Kepala Divisi Keimigrasian di Seluruh Indonesia;

5. Kepala Kantor Imigrasi di Seluruh Indonesia.
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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG
BEBAS VISA KUNJUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK IN DONESIA,

ra. bahwa dalam rangka meningkatkan hubungan negara

o

Republik Indonesia dengan negara lain, perlu diberikan
kemudahan bagi orang asing warga negara dari negara,
pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan
entitas tertentu untuk masuk ke wilayah negara Republik
Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan
dari  kewajiban memiliki  visa kunjungan dengan
memperhatikan asas timbal balik dan manfaat;

bahwa dalam rangka memberikan manfaat vang lebih dalam
peningkatan perekonomian pada umumnya dan peningkatan
jumlah kunjungan  wisatawan mancanegara  pada
khususnya, perlu untuk menyesuaikan jumlah negara,
pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan
entitas tertentu yang diberikan fasilitas pembebasan dari
kewajiban memiliki visa kunjungan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Presiden tentang Bebas Visa Kunjungan;

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5216);

3. Peraturan ...
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Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5409)

)

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG BEBAS VISA
KUNJUNGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini vang dimaksud dengan:

1.

Orang Asing adalah orang vang bukan warga negara
Indonesia,

Wilayah Negara Republik Indonesia yang sclanjutnya
disecbut  Wilayah Indonesia adalah seluruh  Wilayah
Indonesia  serta zona tertentu  yang ditetapkan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian.

Penerima Bebas Visa Kunjungan adalah Orang Asing
warga suatu negara, pemerintah wilayah administratif
khusus suatu negara, dan entitas tertenty.

Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan
di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau
tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah

Indonesia.

Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebuyt Visa
adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat
vang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atay
tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik
[ndonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing

untuk. ..
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untuk melakukan perjalanan ke Wilayah [ndonesia dan

menjadi dasar pemberian izin tinggal.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan d; bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2
Bebas Visa kunjungan diberikan kepada Penerima Bebas
Visa Kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik
dan asas manfaat.
Bebas Visa kunjungan tidak diberikan, atas kunjungan
dalam rangka jurnalistik.

Pasal 3

Penerima Bebas Visa Kunjungan dibebaskan dari
kewajiban memiliki Visa kunjungan untuk masuk wilayah
Indonesia.

Penerima Bebas Vigg Kunjungan scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat masuk ke Wilayah Indonesia melalui
Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertenty,

Daftar negara, pemerintah wilayah administratif khusus
Suatu negara, dan entitas tertentu yang menerima bebas
Visa kunjungan ercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Presiden ini.

Pasal 4
Penerima Bebas Visa Kunjungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasa] 3 diberikan izin tinggal kunjungan untuk
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
Izin tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atay

dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya.

Pasal 5 ...
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Indonesia dan tujuan kedatangan bagi Penerima Bebas
Visa Kunjungan diawyr dengan Peraturan Menteri.

(2) Ketentuan mengenai  Tempat Pemeriksaan Imigrasi
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayvat (2)

ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6
Dalam keadaan tertentu yang berkaitan dengan keamanan
Négara  dan  keschatan masyarakat, Menteri dapat
menghentikan Sementara  bebas Visa kunjungan untuk
negara, pemerintah wilayah administratif khusus suaty
Neégara, dan entitas tertentu sebagaimang dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (3).

Pasal 7
Pada saat Peraturan Presiden ini mulaj berlaku, Peraturan
Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa
Kunjungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa
Kunjungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan  Presiden  in; mulai  berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar ...
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG
BEBAS VISA KUNJUNGAN

TANGGAL 2 MARET 2016

DAFTAR NEGARA, PEMERINTAH WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS SUATU
NEGARA, DAN ENTITAS TERTENTU YANG DIBERIKAN
BEBAS VISA KUNJUNGAN
; ““ ]
;vaO. NAMA NEGARA NO. NAMA NEGARA ‘
1. | Alrika Selatan 20. | Belgia |
2. | Albania 21. Belize ‘
3. | Aljazair 22. | Benin ‘
i 4. | Amerika Serikat 23. | Bhutan
3. Andorra 24. | Bolivia
6. ‘ Angola 25. | Bosnia dan Herzegovina
7. | Antigua dan Barbuda 26. | Botswana -
8. | Arab Saudi | 27. | Brazil
9. | Argentina 28. | Brunei Darussalam ‘
10.  Armenia | 2‘»9.*‘ Balgarin .- - |
il ;Australié - 30. | Burkina Faso |
| 12. | Austria | 31 | Buruﬁdi
| 13.  Azerbaijan | 32. | Ceko
:4 Bahama 33. | Chad !
15. |Bahrain :3:1. Chili
16. :Bangladcsh '35 |Denmark
17. B‘arbados S - 36. | Dominika (Pé_;\%éfnakmtlf;ﬁ)
18. | Belanda ' | 37. éEkuador
19. ' Belarusia 38. ' El Salvador
39. Estonia ...
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' NO. | NAMA NEGARA ' NO, NAMA NEGARA
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| |
' 39. | Estonia | 63. | Kanada
e S ‘A..._.L___A - e
40 ( Fiji 64. | Kazakhstan
41. | Filipina | 65. | Kenya
42. 'F‘inlandia 66, | Kepulauan Marshall .
e — l
43. | Gabon | 67.  Kepulauan Solomon

{ f
| 44. | Gambia 68. | Kiribati J
L s . ERRRI e e -

| 45. | Georgia | 69, fKomoro

i

’ : — _ —_—
| 46. | Ghana - 70. | Korea Selatan 4
47.  Grenada 71. | Kosta Rika !
. 1 L ) _,*_\h___!
48.  Guatemala | 72, 'Kroama "
49. Guyana ; 73. | Kuba |
( S50. | Haiti . | 74. | Kuwait B ‘
' 51.  Honduras { 75. IKyrgyzstan |
B = e
i 52, ’Honga‘za 5 76. 'Laos |
! : ‘
’ S3.  Hongkong (SAR) L 77. ‘Latma J
i 54 iIl’idia | 78. I‘ Lebanon
L ] Inggrm . rL‘ |
| [ 96. [‘,Irlandla | 80. iLxechtenstein J
| 57. | Islandia ' 81.  Lithuania
L e e S
| 8. | Italia ! 82. Luksemburg 4
’ 59.  Jamaika | 83. lMacao (SAR)
SR o] — ]
| 60. [Jcpang ‘ 84. JMadaaasl\cu*
t—‘&‘&——_ N —————— -

l 85. ;[—Makcdonia !
——__"“\ e S——— ] { ————
L_62' f Kamboja 1 ‘Maladewa

— e —————

‘ 61. (Jerman
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: No. ! NAMA NEGARA No. | NAMA NEGARA
i 87. | Malawi | 112. | Paraguay
| 88. | Malaysia 113. | Perancis *
- 89. | Mali 114. | Peru ‘
90. | Malta 115. Poléndia
| 91. | Maroko 116. | Portugal |
02. Mauritan; o 117. Puerto Rico g
93. , Mauritius 118. | Qatar
94. | Meksiko N | 119. | Republik Dominika ‘
; 95. | Mesir 120. Romania '
96. | Moldova 121, ' Rusia |
97. | Monako 122. | Rwanda N " 0 |
98. | Mongolia 153. ‘ Saint Kitts daﬁ Navis
| 99.  Mozambik 124. | SeintLucia ) |
| 100. | Myanmar 125. | Saint Vincent dan Grenadis ‘
| 101 | Nemibie 126. | Samoa B
102. Nauru 127. San Marino _
103. | Nepal B 128. | Sao Tozﬁe dan I;ghcipe o
' 104. | Nikaragua 129. Selandia Bar}J l
| 105. | Norwegia M | 130. ! Senegal |
L106. Oman . 131. Scrbiam - - J
’ 107. | Palau 132. Seychelles i
108. | Palestina 133. | Singapura - |
109. ' Panama ' 134. | Siprus |
110.  Pantai Gading 135. | Slovakia
111.  Papua Nugini 136. | Slovenia E

137. Spanyol...



PRESIDEN

REPUBLH:(QINDONESlA

No. NI;M;NEGARA - No. “ NAD;A NEGARA m}‘
137, Spanyol a " | 154. | Turki » :
138. Sri Lanka - 135, | Turkmenistan ‘
‘”“13—9“ Surén;r;e_ . wll 156. | Tuvalu E s
‘r>l40.:x\'etziiand S , 1577._1€?Jganc‘ia N
-_1:%—1.. { Swe‘d;a e e 158. | Ukraina
"7142. é:;iss 159. Unin Emirat Arab.
193 Taiwan 160 Urages
| L B S E— ! S — S —
5 144. é'l‘ajikistan 181. Tiongkok
1” 45. TahtaSu:\c;kcm 162. | Uzbckistanﬁ—
I :5 | Tcmjung Ver;‘i; “’ 163. | Vanuatu ‘) |
lw"«’l’?‘anzéma | * 164 Ichnezuela —7
148 Thailand 165, Vietnam B
I S — ppoy P ¥
‘ 150‘4 Togo i ' 1;7. Yunani S
| I-Sl_—‘l:()ngc:“ i 168. | Zambia |
| 152. Triﬁidad dan Tobago ] 169. TZ;mbaibwc

e
i 133, | Tunisia
Ny 2oty

Salinan sesuaj dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Kemaritim

B

Ratih Nurdiati

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO




